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B A B  I 

P E N D A H U L U A N 
 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas agenda 

pembangunan di propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Perda 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 �� 

2018 yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi 

pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun ke depan. 

Tujuan pembangunan infrastruktur di Kaltim antara lain meliputi : penyediaan 

sarana dan prasarana dasar, pembukaan keterisolasian wilayah, perbaikan dan 

peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur irigasi untuk pertanian dan 

air baku.  

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, 

papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

infrastuktur merupakan modal yang sangat di butuhkan masyarakat dalam 

mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat 

menghubungan kegitan antar daerah/wilayah, infrastruktur fisik mempunyai 

keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan perekonomian suatu 

wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan system 

infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.   

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan 

bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari 

pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, 

meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, 
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meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan 

lain-lain.  

Dokumen perencanaan yang baik sudah seharusnya memenuhi kriteria 

SMART, yakni Spesific (jelas dan terarah), Measureable (dapat diukur), Attainable 

(dapat dicapai), Realistic (realistis, dapat dicapai), Timely (ada batasan waktu). 

Measureable (terukur) memiliki pengertian bahwa dokumen perencanaan harus 

dapat diukur pencapaiannya melalui taret-target yang harus dipenuhi dalam 

jangka waktu tertentu. Target ini dijabarkan melalui indikator kinerja yang 

bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi 

dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator sasaran 

ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan 

daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun 

sehingga sasaran kinerja yang diinginkan pada akhir  periode RPJMD Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2013 �� 2018  dapat dicapai. Secara teknis pada dasarnya 

indikator dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang 

telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).  

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan 

balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan 

infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain mengukur 

kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari 

masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kaltim. IKLI disusun sebagai 

salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 �� 2018  berdasarkan atas suara pengguna 

produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu 

tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat 

secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun 

aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis 

infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan 

dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi 

dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur.  

Konsep dari hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks 

kepuasan layanan mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari 
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pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10). Bagaimana kinerja 

saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan oleh masyarakat pengguna 

infrastruktur merupakan feedback yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan 

kinerja tahun berikutnya.  

 

B.   MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari kegiatan  antara lain: 

Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja 

pembangunan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung 

dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas 

pembangunan infrastruktur di Kaltim. 

 

 

C. SASARAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

Sasaran dari kegiatan ini adalah memperoleh gambaran obyektif berdasarkan 

persepsi masyarakat pengguna produk pembangunan infrastruktur yang akan 

menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang infrastruktur . 

Manfaat dari kegiatan ini antara lain :  

1. Mengetahui ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan 

infrastruktur di Kaltim;  

2. Mengetahui kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap pembangunan 

infrastruktur  

3. Sebagai bahan review rencana dan strategi, perbaikan kinerja secara 

menyeluruh pada tahun berikutnya. 

4. Media komunikasi dan komitmen pemerintah provinsi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat;  

5. Membangun komunikasi internal agar setiap pihak memahami apa yang 

harus dilakukan;  
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D. RUANG LINGKUP  

Indeks ini akan mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 

sepuluh Kab/Kota di Kalimantan Timur, yakni :  

(1) Kab. Paser (2) Kab. Penajam Paser Utara (3) Kota Balikpapan (4) Kab. Kutai 

Kartanegara (5) Kab. Kutai Barat (6) Kab. Mahakam Ulu (7) Kab. Kutai Timur 

(8) Kota Samarinda (9) Kota Bontang (10) Kab. Berau.  

Sektor infrastruktur yang akan dinilai meliputi :  

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas  

2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara)  

3. Penyediaan infrastruktur air bersih  

4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)  

5. Penyediaan infrastruktur perumahan  

 

Kelima aspek tersebut meliputi penyediaan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur terutama program prioritas 

dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 �� 2018.  Indeks akan 

dinilai menggunakan data primer dan sekunder di 10 (sepuluh) 

kabupaten/Kota. Data primer diperoleh dengan cara survey dan pemberian 

kuesioner kepada responden serta wawancara secara langsung kepada sumber 

informasi yakni dinas/instansi terkait, masyarakat pengguna (investor, petani, 

dsb) dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.  

 

E. HASIL KEGIATAN  

Hasil pekerjaan sekurang-kurangnya harus meliputi hal-hal berikut :  

1. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2016  

2. Pengungkapan fakta dan feedback dari masyarakat terhadap 

pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, baik yang telah 

tuntas maupun yang masih dalam progress pembangunan  

3. Analisis faktor penyebab dan solusi  

4. Dokumentasi keseluruhan proses survei, termasuk profil responden  
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F. LANDASAN HUKUM 

Agar pelaksanaan kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, maka 

beberapa undang-undang dan peraturan dijadikan referensi, diantaranya: 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

7. Peraturan Pemerintah Nomor . 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

8. Peraturan  Presiden  Nomor   42  Tahun  2005   tentang   Komite Percepatan 

Penyediaan lnfrastruktur 

9. Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014  tentang Penetapan Daerah 

Irigasi 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur tahun 2013 �� 2018 

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 34 tahun 2013 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 

 

A.   PENGERTIAN INFRASTRUKTUR  

 Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang 

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas 

publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk 

pada infrastruktur sebagai suatu  sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah 

sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang 

tidak terpisahkan satu sama lain.  

 Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan 

sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. 

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan 

sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu 

dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).  

 Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan 

wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan 

infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada 

perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting 

bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan 

untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.  

 Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap 

sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. 

Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya 

dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan,  energi, 

serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, 

sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.  
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B. JENIS   INFRASTRUKTUR   

1.  Prasarana Jalan Dan Jembatan 

Peraturan perundang-undangan tentang jalan yang berlaku adalah Undang-

Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 

Tahun 2006 tentang Jalan. 

a. Sistem Klasifikasi Jalan Umum  

Dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan 

klasifikasi jalan umum berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan. 

Maksud dilakukannya klasifikasi jalan umum tersebut, selain untuk 

efisiensi jaringan, juga dalam rangka pembagian kewenangan pembinaan 

jalan, sehingga jelas pihak yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan suatu ruas jalan tertentu. Bentuk kegiatan 

penyelenggaraan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 

2004 tentang jalan tersebut meliputi Pengaturan, Pembinaan, 

Pembangunan dan Pengawasan (TURBINBANGWAS). 

 Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan 

perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan 

peraturan perundang-undangan jalan.  

 Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar 

teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian 

dan pengembangan jalan.  

 Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan 

penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta 

pengoperasian dan pemeliharaan jalan.  

 Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.  

 
 

b. Klasifikasi Jalan Menurut Peruntukan 

Sesuai pasal 6 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan 

bahwa jalan sesuai peruntukkannya terdiri atas jalan umum dan jalan 

khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
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umum (pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004). Termasuk ke dalam jalan umum 

ini adalah jalan tol. Jalan Khusus adalah jalan yang bukan diperuntukkan 

bagi lalu lintas umum, dalam rangka distribusi barang dan jasa yang 

dibutuhkan (pasal 6 (3) UU No. 38 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan 

jalan khusus (penjelasan pasal 6 (3) UU No. 38 Tahun 2004), antara lain: 

jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, 

jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri dan jalan di kawasan 

permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah. 

 
c. Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia 

Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan jaringan jalan, maka pada 

pasal 7 s.d pasal 10 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan 

umum dikelompokkan lebih lanjut menurut: 

a. Sistem Jaringan, yang terdiri atas: sistem jaringan jalan primer dan 

sistem jaringan jalan sekunder;  

b. Fungsi Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan arteri, Jalan kolektor, 

Jalan lokal, Jalan lingkungan;  

c. Status Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan Nasional, Jalan 

Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa; 

d. Kelas Jalan, yang dikelompokkan menjadi: jalan bebas hambatan, jalan 

raya, jalan sedang dan jalan kecil. 

Pada Tabel 2.1 disampaikan definisi untuk masing-masing istilah 

pengelompokkan jalan umum tersebut di atas.  

Secara umum dapat diperoleh kesimpulan bahwa landasan dalam 

UU No. 38 Tahun 2004 dalam mengklasifikasi jalan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 

Definisi Istilah dalam Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia 
 

No 
Pembag

ian 
Klasifikasi Definisi  

1 
Menurut 
system 

Sistem jaringan 
jalan primer 

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang 
dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, 
dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yg berwujud 
pusat kegiatan. 

Sistem jaringan 
jalan sekunder 

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang 
dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 

2 
Menurut 
fungsi 

Jalan arteri 
 
 

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi secara berdayaguna. 

Jalan kolektor 
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 
sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

Jalan lokal 
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri 
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan 
masuk tidak dibatasi. 

Jalan lingkungan 
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan 
ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 

3 
Menurut 
status 

Jalan Nasional 
jalan arteri & jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, 
serta jalan tol. 

Jalan Provinsi 
jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, 
atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 

Jalan Kabupaten 

jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk  
Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota 
kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, 
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan 
lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam 
wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

Jalan Kota 

jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 
menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan 
pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta 
menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam 
kota. 

Jalan Desa 
jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar 
permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

4 
Menurut 
Kelas 

Jalan kelas I 
Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: 
lebar maks 2.500 mm, tinggi maks 4.200 mm, muatan sumbu maks 
10 t. 

Jalan kelas II 
Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui 
kendaraan dengan ukuran: lebar maks 2.500 mm, panjang maks 
12.000, tinggi maks 4.200 mm, muatan sumbu maks 8 t. 

Jalan kelas III 
Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui 
kendaraan dengan ukuran: lebar maks 2.100 mm, panjang maks 
9.000, tinggi maks 3.500 mm, muatan sumbu terberat 8 t. 

Jalan kelas 
khusus 

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran: lebar 
melebihi dari 2.500 mm, panjang melebihi dari 18.000, tinggi 
melebihi 4.200 mm, muatan sumbu melebihi 10 t. 

Sumber: UU No. 38 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2009 
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2. Prasarana Transportasi 
 

a. Transportasi Darat 
Peraturan perundang-undangan tentang lalulintas dan angkutan jalan 

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan 

Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut diatur, prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan lalan yang 

meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan 

pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta 

fasilitas pendukung. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang 

berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan terminal adalah pangkalan 

kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta 

perpindahan moda angkutan. 

Terkait dengan ruang lalulintas, jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas 

berdasarkan: 

a. Fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan 

jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; 

b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi 

kendaraan bermotor. 

 

Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan terdiri atas: 

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) mm, 

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu 

terberat 10 (sepuluh) ton; 

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua 
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belas ribu) mm, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 

(dua ribu seratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan 

ribu) mm, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) mm, dan 

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan uk. lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) mm, uk. 

panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) mm, uk. paling tinggi 4.200 

(empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. 

 

 

b. Transportasi Laut 

Peraturan perundang-undangan tentang prasarana transportasi laut 

diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

Pada undang-undang tersebut, Tatanan Kepelabuhan Nasional memuat: 

a. Peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan; 

b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; 

c. Lokasi pelabuhan. 

 
Menurut jenisnya, pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan laut dan 

pelabuhan sungai dan danau. Selanjutnya, menurut hirarkinya pelabuhan laut 

terdiri atas: 

a. Pelabuhan utama; 

b. Pelabuhan pengumpul; 

c. Pelabuhan pengumpan. 

 
Lebih lanjut, penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, 

pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 

berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Setiap pelabuhan 
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wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang disusun dengan 

memperhatikan: 

a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; 

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 

d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi 

pelabuhan; 

e. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; 

f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal. 

Pembangunan dan izin mengoperasikan pelabuhan laut dilaksanakan 

berdasarkan izin dari: 

a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; 

b. Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan. 

 

c.  Transportasi Udara 

Peraturan perundang-undangan tentang prasarana transportasi udara 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan 

udara bukan niaga. Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga 

dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Kegiatan angkutan udara 

niaga dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan 

usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut 

penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo. 

Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk angkutan udara 

niaga berjadwal ditetapkan oleh menteri. Sedangkan jaringan dan rute 

penerbangan luar negeri ditetapkan oleh menteri berdasarkan perjanjian 

angkutan udara antarnegara. Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri 

ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a. Permintaan jasa angkutan udara; 

b. Terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan; 

c. Fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan 

keamanan penerbangan; 
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d. Terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar udara; 

e. Pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha 

angkutan udara niaga berjadwal; 

f. Keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri. 

Tatanan kebandar udaraan nasional diwujudkan dalam rangka 

penyelenggaraan bandar udara yang handal, terpadu, efisien, serta 

mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan 

daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Tatanan kebandar udaraan nasional 

sebagaimana tersebut merupakan sistem perencanaan kebandar udaraan 

nasional yang menggambarkan interdependensi, interrelasi, dan sinergi 

antar-unsur yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional. Tatanan kebandar udaraan nasional memuat 

peran, fungsi, penggunaan, hirarki, dan klasifikasi bandar udara serta 

rencana induk nasional bandar udara. 

Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan 

bandar udara domestik. Hirarki bandar udara terdiri atas bandar udara 

pengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan (spoke). Bandar udara 

pengumpul terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan 

primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan bandar udara pengumpan 

merupakan bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara 

pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan 

kegiatan lokal. Lebih lanjut, klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa 

kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan 

kegiatan operasional bandar udara.  

 

3. Prasarana Air Bersih 

a. Definisi Air Bersih  

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan 

menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, 

air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan 

airminum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari 
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segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, 

sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Ketentuan 

Umum Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990. 

b. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih  

Sistem penyedian air bersih harus memenuhi beberapa persyaratan 

utama.Persyaratan tersebut meliputi persyaratan kualitatif, persyaratan 

kuantitatif dan persyaratan kontinuitas.  

 

c. Sistem Distribusi dan Sistem Pengaliran Air Bersih  

Menurut Damanhuri, E., (1989) sistem distribusi adalah sistem 

yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi 

pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh 

daerah pelayanan.Sistem ini meliputi unsur sistem perpipaan dan 

perlengkapannya, hidran kebakaran, tekanan tersedia, sistem 

pemompaan, dan Reservoir 

Sistem distribusi air minum terdiri atas perpipaan, katup-katup, dan 

pompa yang membawa air yang telah diolah dari instalasi pengolahan 

menuju pemukiman, perkantoran dan industri yang mengkonsumsi air. 

Juga termasuk dalam sistem ini adalah fasilitas penampung air yang telah 

diolah (reservoir distribusi), yang digunakan saat kebutuhan air lebih 

besar dari suplai instalasi, meter air untuk menentukan banyak air yang 

digunakan, dan keran kebakaran.  

Dua hal penting yang harus diperhatikan pada sistem distribusi adalah 

tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang memenuhi 

(kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kualitas air yang 

berasal dari instalasi pengolahan.  

 

d.  Kebutuhan Air Bersih  

Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air yang diperlukan untuk 

melayani penduduk yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu 

untuk keperluan domestik (rumah tangga) dan non domestik.Target 

pelayanan harus mengacu pada Millenium Development Goals (MDGs) di 



 
Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastru ktur  

Provinsi Kalimantan Timur  

 

Laporan Pendahuluan  II - 10 
 

mana daerah perkotaan harus sudah terlayani 60% dari jumlah penduduk. 

Dalam melayani jumlah cakupan pelayanan penduduk akan air bersih 

sesuai target, maka direncanakan kapasitas sistem penyediaan air bersih 

yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu untuk keperluan 

domestik (rumah tangga) dan non domestik. . 

1. Kebutuhan Air Bersih Untuk Domestik (Rumah Tangga).  

Menurut Anonimus, (1990) menyatakan bahwa kebutuhan domestik 

dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 

keperluan rumah tangga yang dilakukan melalui Sambungan Rumah 

(SR) dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fasilitas Hidran 

Umum (HU). Pada Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan besar debit 

domestik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik 

diperhitungkan terhadap beberapa faktor:  

a. Jumlah penduduk yang akan dilayani menurut target tahapan 

perencanaan sesuai dengan rencana cakupan pelayanan.  

b. Tingkat pemakaian air bersih diasumsikan tergantung pada 

kategori  daerah dan jumlah penduduknya.  

 2.  Kebutuhan Air Bersih Untuk Non Domestik.  

Menurut Anonimus, (1990), kebutuhan air bersih non domestik 

dialokasikan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

berbagai fasilitas sosial dan komersial yaitu fasilitas pendidikan, 

peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, instansi pemerintahan dan 

perniagaan. Besarnya pemakaian air untuk kebutuhan non domestik 

diperhitungkan 20% dari kebutuhan domestik.  

 

4.  Prasarana Irigasi 

Air merupakan salah satu sumber kehidupan mutlak untuk mahkluk 

hidup. Ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang untuk menjamin 

keberlanjutan sumber daya air. Kelebihan air terutama di musim hujan di 

suatu tempat bisa menjadi masalah seperti banjir atau longsor. Namun 

kekurangan air terutama pada musim kemarau juga menimbulkan masalah, 

yaitu timbulnya bencana kekeringan. Keberadaaan, ketersediaan, kebutuhan 
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dan penggunaan sumber daya air tergantung dari banyak aspek yang saling 

mempengaruhi saling memberikan dampak baik yang positif maupun 

negatif. Sejarah terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air ini merupakan 

suatu proses yang cukup panjang. Ada yang pro maupun ada yang kontra 

untuk diterbitkan. Isu-isu timbul selama proses penerbitannya, antara lain 

privatisasi, ekspor air, peningkatan fungsi ekonomi dan berkurangnya fungsi 

sosial yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sekaligus 

membuktikan bahwa air merupakan kepentingan semua pihak (water is 

everyone's business). 

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan 

merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air 

yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk 

dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan 

hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan 

atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat 

pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan 

kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus 

dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun 

Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 

UUD 45 yang berisi[1]: 
 

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, 
dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
�‡�•�‘�•�‘�•�‹���•�ƒ�•�‹�‘�•�ƒ�Ž�ó�ä 

 
Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk 

hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan 

sumber daya air akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan 
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hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, 

dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang 

sumber daya air agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan 

sumber daya alam. 

 

a. Pengertian Irigasi.  

Yang dimaksud dengan istilah irigasi adalah kegiatan - kegiatan yang 

bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, 

perkebunan dan lain-lain usaha pertanian, rawa - rawa, perikanan. 

Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana 

untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan 

membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi 

tujuan pertanian. Masih sering kita jumpai istilah irigasi ini diganti 

dengan istilah "Pengairan". Untuk sementara istilah irigasi kita anggap 

punya pengertian yang sama dengan istilah pengairan.  

 

b. Tujuan Irigasi  

Dalam tujuan irigasi dibahas : tujuan irigasi secara langsung dan secara 

tidak langsung. 

Tujuan irigasi secara langsung: 

Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah, agar dicapai 

suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam 

hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara diantara 

butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai tujuan 

sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.  

Tujuan irigasi secara tidak langsung: 

Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pemberian air yang dapat 

menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antara lain : 

1. Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhu tanah 

terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman maka 

suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang 

bertujuan merendahkan suhu tanah. 
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2.  Membersihkan tanah, dilakukan pada tanah yang tidak subur 

akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salah satu usaha 

misalnya penggenangan air di sawah untuk melarutkan unsur-

unsur berbahaya tersebut kemudian air genangan dialirkan 

ketempat pembuangan. 

3.  Memberantas hama, sebagai contoh dengan penanganan maka 

lubang tikus bisa direndam dengan air maka tikus akan  keluar, 

lebih mudah dibunuh. 

4.  Mempertinggi permukaan air tanah, misalnya dengan perembesan 

melalui dinding dinding saluran, permukaan air tanah dapat 

dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air 

melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi. 

5. Membersihkan buangan air kota (penggelontoran), misalnya 

dengan prinsip pengenceran karena tanpa pengenceran tersebut 

air kotor dari kota akan berpengaruh sangat jelek bagi 

pertumbuhan tanaman. 

6. Kolmatasi, yaitu menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan 

mengalirkan air berlumpur dan akibat endapan lumpur tanah 

tersebut menjadi cukup tinggi sehingga genangan yang terjadi 

selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkinkan 

adanya usaha pertanian. 

 

c. Pembagian Daerah Irigasi  

Pembangian kewenangan daerah irigasi sebagaimana di atur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2006 

khususnya pada Bab IV pasal 16, 17 dan 18 menjelaskan tentang 

kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dengan ketentuan: Daerah Irigasi (DI) dengan luas diatas 3000 ha 

menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Daerah 

Irigasi (DI) antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Pemerintah Provinsi 

dan Daerah Irigasi (DI) lebih kecil dari 1000 ha sepenuhnya menjadi 

kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. 
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5. Prasarana Perumahan 

Undang undang yang mengatur penyelenggaraan perumahan di 

Indonesia adalah Undang undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

kawasan permukiman. Dalam Undang undang tersebut di atur beberapa poin 

penting, diantaranya : 

1) Definisi Perumahan dan pemukiman. 

Definisi perumahan dan pemukiman diatur dalam undang-undang ini 

dalam pasal 1, diantaranya : 

a. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,  

b. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

c. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

d. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah 

kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 

pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang 

terkoordinasi dan terpadu. 

e. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat 

dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

f. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. 
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g. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

 

2) Peningkatan Kualitas 

Bagian ke tiga undang undang ini, khususnya paragraph 1 yang termuat 

dalam pasal 96 disebutkan bahwa  : Dalam upaya peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-

pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan 

ekonomis. Selanjutnya dalam pasal 97 ayat 1 dijelaskan : Peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan 

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola 

penanganan: 

a. Pemugaran; 

b. Peremajaan; atau 

c. Pemukiman kembali. 

 

C. INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR  

1. Teori Kepuasan Masyarakat 

Menurut Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2004) disebutkan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan merupakan 

fungsi dari harapan dan kinerja. Oliver (dalam Tjiptono, 2004) memberikan 

pendapat bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan oleh ketidaksesuaian 

harapan yang merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan 

keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan 

mayarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan 

kenyataan. 
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Lebih lanjut dijelaskan oleh Linder Pelz dalam Gotleb, Grewal dan Brown 

(Tjiptono, 2004) bahwa kepuasan merupakan respon afektif terhadap 

pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik. Sementara Engel (dalam 

Tjiptono, 2004) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi purna 

beli terhadap alternatif yang dipilih yang memberikan hasil sama atau 

melampaui harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya. Definisi tersebut di atas dapat 

dijabarkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. 

Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas, sebaliknya 

apabila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas dan apabila kinerja 

melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Dikaitkan dengan 

kepuasan masyarakat, maka kepuasan pelanggan dapat dianalogikan sebagai 

kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan instansi. 

 
2. Layanan Infrastruktur  

Infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau 

menambah guna (utility) . Guna yang diciptakan oleh kegiatan infrastruktur 

adalah guna tempat (place utility) dan guna waktu (time utility) . Menciptakan 

guna tempat, berkaitan dengan kegiatan pemindahan barang atau orang dari 

suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya suatu barang dari daerah 

produksi ke daerah pasar, maka gunanya atau nilai dari barang tersebut lebih 

tinggi karena dibutuhkan oleh banyak konsumen yang mampu membayar 

dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang 

baik dan memadai akan menunjang kelancaran transportasi dalam 

memindahkan barang atau orang. Guna waktu adalah mampu memindahkan 

barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dalam waktu yang 

lebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat dan 

singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat memberikan 

kegunaan yang lebih besar karena barang sampai ditempat tujuan adalah tepat 

waktu dan barangnya dalam kondisi baik. 
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Selain menciptakan guna tempat dan guna waktu, pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur akan memberikan manfaat yang positif dilihat dari 

aspek ekonomi, sosial, budaya dan poltik. Manfaat ekonomi dari kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, yaitu: (1) memperluas pasar 

atau daerah pemasaran yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan 

keuntungan bagi produsen. Daerah yang mempunyai infrastruktur yang baik 

akan mudah berhubungan dengan daerah yang juga mempunyai infrastruktur 

yang baik, sehingga pasar atau wilayah pemasaran semakin luas. Ini akan 

berbeda dengan daerah yang infrastrukturnya jelek akan membuat stagnan 

pasar dan daerah pemasarannya. (2) mengurangi perbedaan harga antar 

daerah menjadi sekecil mungkin sehingga harga barang-barang menjadi stabil. 

Infrastruktur yang baik akan memudahkan transportasi dalam menjangkau 

kebutuhan daerah tertentu pada daerah lain, sehingga harga barang di suatu 

tempat tidak dibebani dengan biaya transportasi yang lebih mahal. (3) 

infrastruktur yang baik akan mendorong kelancaran transportasi dan mampu 

menjangkau daerah yang luas serta mendorong daerah-daerah melakukan 

spesialisasi produksi sesuai potensi yang dimiliki berarti mampu menerapkan 

prinsip keunggulan komparatif (comparative cost), yaitu memproduksi barang 

dengan biaya murah. 

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memberikan manfaat 

sosial dan budaya, misalnya (1) dalam bidang budaya dan seni, adanya 

pengenalan budaya dan seni dari daerah yang dulunya terpencil atau 

infrastruktur tidak baik, sehingga budaya dan seni daerah tersebut lestari dan 

berkembang. (2) dalam bidang pendidikan, buku-buku pelajaran dari daerah 

maju dapat dikirimkan ke daerah-daerah yang tertinggal sehingga dapat 

mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.(3) dalam bidang 

kesehatan, daerah-daerah yang mengalami gizi buruk atau sedang dilanda 

wabah penyakit atau bencana alam lainnya dapat segera dilakukan bantuan 

kesehatan. (4) Dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menjalin erat rasa 

solidaritas dan persaudaraan antar daerah. Pada bidang politik, dengan 

infrastruktur yang baik dapat (1) diselenggarakan sistem pemerintahan yang 

mantap dan bersifat uniform. Pengaduan dari pemerintah kota/kabupaten 
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dapat langsung dilakukan secara singkat dan cepat pada pemerintah provinsi. 

(2) menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan 

isolasi. (3) mampu mengatasi gangguan keamanan dan pertahanan, baik yang 

berasal dari daerah sendiri maupun dari luar daerah sehingga mampu 

mempererat persatuan daerah tersebut. 

 
3. Indikator layanan Infrastruktur  

Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator 

manfaat (Outcame) atau dampak (impact) dapat dicapai, artinya pembangunan 

tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat 

misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak  

jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan 

menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat.   

Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis infrastruktur, teori 

yang digunakan mengadopsi dan modifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan 

Ivancevich yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan 

pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik 

(availability ) (ii) kualitas fisik ( quality) (iii) kesesuaian (appropriateness) (iv) 

pemanfaatan (utility ) dan (v) penyerapan tenaga kerja (job creation). Dalam 

IKLI, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap 

Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator 

terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :  

1) Ketersediaan fisik (availability) adalah bahwa dalam setiap aktivitas 

belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya indikator 

dasarnya akan menghasilkan output yang berupa barang/bangunan 

secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik 

mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik; 

2) Kualitas fisik (quality) adalah kualitas output yang dihasilnya, yaitu bahwa 

aspek efektifitas akan lebih reliable apabila cakupannya lebih luas, yaitu 

tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output 

yang baik dan optimal; 
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3) Kesesuaian (appropriateness) adalah kesesuaian antara kebijakan yang 

telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini 

dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan 

kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku 

penerima manfaat ; 

4) Pemanfaatan (utility) adalah tingkat pemanfaatan atas output yang telah 

dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, maka semakin 

besar pula tingkat efektivitasnya; dan 

5) Penyerapan tenaga kerja (job creation) adalah tingkat penyerapan tenaga 

kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/peningkatan 

infrastruktur; 

6) Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa 

pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai 

kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar 

infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan 

perekonomian di Kalimantan Timur.  

Menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia 

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :  

1) Infrastruktur Jalan  

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi 

transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah 

dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling 

berperan dalam perekonomian nasional. Besarnya mobilitas ekonomi 

tahun 2002 yang melalui jaringan jalan nasional dan provinsi rata-rata 

perhari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-kilometer 

(Bappenas, 2003, dikutip oleh Kenastri, 2007). Hal ini belum termasuk 

mobilitas ekonomi yang mempergunakan jaringan jalan kabupaten 

sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya adalah 

infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 

perekonomian nasional.  
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2) Infrastruktur Pengairan  

Pada umumnya pembangunan infrastruktur sumberdaya air tidak 

berdiri sendiri tetapi terkait dengan pembangunan sektor-sektor 

lainnya karena infrastruktur merupakan penunjang atau pendukung 

pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan infrastruktur 

sumberdaya air banyak memberikan dukungan yang besar antara lain 

untuk pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian 

banjir,penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA).  
 

3)  Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi.  

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di dunia 

ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut dua hal, yaitu air 

untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan air untuk kehidupan 

kita sebagai manusia yang berbudaya (Otto Soemarwoto, dikutip oleh 

Kenastri, 2007). Kebutuhan air untuk memenuhi kehidupan hayati 

secara langsung diperlukan dalam produksi bahan makanan kita, seperti 

untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holitkultura, kehidupan ikan, ternak 

dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh industri baik untuk proses 

pendinginan mesin dan pengangkutan limbah.Manusia sebagai makhluk 

yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi, mencuci, 

memasak, dan sebagainya.  

Oleh karena itu, permasalahan air dan penyehatan lingkungan 

(sanitation) harus menjadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin terbatas dan langka 

(scarcity) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia belum mampu 

menikmati atau mengakses pada sumber air minum yang sehat dan 

bersih. Di samping itu, kondisi di atas diperparah dengan belum 

terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakat dan sistem 

penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, persampahan, dan 

drainase. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan 

masyarakat. 
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4)  Infrastruktur  Perumahan 

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan 

permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, 

persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar 

pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan 

sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga 

yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga 

yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman 

yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan 

air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, 

pariwisata, dan perdagangan. 
 

5)  Infrstruktur Sarana dan Prasarana Transportasi 

Menurut Morlok (1991), terdapat beberapa yang merupakan komponen 

utama dari transportasi, yaitu : 

a. Manusia dan barang (yang diangkut) 

b. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut) 

c. Jalan (tempat alat angkut bergerak) 

d. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut 

ke dalam dan dari alat angkut) 

e. System pengoperasian (yang mengatur 4 komponen manusia 

barang kendaraan/ peti kemas, jalan dan terminal ) 

 

Sedangkan Menurut Manheim (1979) komponen utama dari 

transportasi hanya meliputi: 

a. Jalan dan terminal 

b. Kendaraan, dan 

c. Sistem pengelolaan 

 

Pada intinya adalah ketiga komponen diatas merupakan komponen 

sarana dan prasaran transportasi yang saling terkait dalam memenuhi 
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permintaan akan transportasi. Dengan komponen komponen diatas, 

maka yang dapat diartikan dari sitem transportasi adalah gabungan 

elemen jalan dan terminal, kendaraan dan system peroperasian yang 

saling berkait dan bekerja sama dalam mengantisipasi permintaan dari 

manusia dan barang. Transportasi sebagai system mencakup system 

prasarana yaitu jalur dan simpul terjadinya pergerakan, dan system 

pengendalian atau pengaturan yaitu memungkinkan pergerakan 

tersebut dapat berjalan dengan efisien, lancer, aman dan teratur. 

 

4. Penyusunan Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur  

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan ukuran umpan 

balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan 

infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah.  Instrumen untuk 

mengukur indeks kepuasan layanan infrastruktur perlu adanya indikator 

yang merupakan dasar penyusun dari Indeks kepuasan layanan 

infrastruktur ini. Penilaian dengan menggunakan keenam indikator 

tersebut harus dilakukan secara komperehensif dan integral, sehingga 

pengukuran kinerja menjadi suatu kesatuan yang utuh. Karena keenam 

indikator tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam 

pengukuran maupun penilaianya, maka setiap indikator harus mendapat 

perlakuan pengukuran yang berbeda pula. Agar keenam indikator tersebut 

tetap dapat dinilai secara integral, maka perlu dilakukan pembobotan 

setiap indikator tersebut sesuai dengan tujuan. Untuk melakukan 

pembobotan indikator, perlu dilakukan analisis mengenai signifikansi dari 

setiap indikator dalam menggambarkan kinerja infrastruktur. 

Pembobotan yang dilakukan pada setiap indikator pada prinsipnya 

didasari pada kekuatan setiap indikator dalam menggambarkan efektifitas 

belanja infrastruktur.  

Secara berurutan, proses penyusunan formulasi indeks kepuasan 

layanan infrastruktur, yaitu : 

a. Menentukan Bobot penilaian tehadap variable indikator (6 indikator) 

dan jenis jenis infrastruktur (jenis) 
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�ƒ Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD (Focus 

Group Discussion) yang dihadiri oleh responden dengan kriteria 

sebagai berikut : (1) tingkat kepentingan responden terhadap 

belanja infrastruktur (2) tingkat keahlian/pengetahuan bidang 

infrastruktur (3) Praktisi yang secara langsung menangani 

bidang pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, responden 

yang dipilih adalah instansi yang menjadi perencana dan 

pelaksana dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim.  

�ƒ Dalam FGD, untuk sementara ada dua opsi, khususnya yang 

terkait dengan keberadaan variabel indikator. Apakah indikator 

yang sudah diberikan bisa ditambah, dikurangi atau dirubah. 

Adapun implementasinya adalah sebagai berikut :  

Tidak ada perubahan variabel yang diusulkan 

Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian mereka 

mengenai rangking terhadap variabel indikator dan jenis 

infrastruktur. 

 Masing �� masing peserta FGD (target survey) diminta untuk 

mengisi tabel berikut : 

Tabel 2.2 
Daftar isian untuk perengkingan variable indikator  

 

No Variabel Indikator Rangking Keterangan 
1 Ketersediaan fisik �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
2 Kualitas fisik �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
3 Kesesuaian �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
4 Pemanfaatan �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
5 Penyerapan tenaga kerja  �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
6 Kontribusi terhadap 

perekonomian 
�å�å�å�å�å�å�å�å�ä  

 

 

 

Ada perubahan variabel yang diusulkan 

Sebelum Peserta FGD diminta memberi perangkingan, mereka 

diminta untuk mendiskusikan terhadap kemungkinan adanya 

perubahan variabel indikator. 
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Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian mereka 

mengenai rangking terhadap variabel indikator baru (jika ada 

perubahan) dan jenis infrastruktur. 

Masing �� masing peserta FGD (target survey) diminta untuk 

mengisi tabel berikut : 
 

Tabel 2.3  
Daftar isian untuk perengkingan variabel indikator baru (jika ada) 

 

No Variabel Indikator Rangking Keterangan 
1 Ketersediaan fisik �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
2 Kualitas fisik �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
3 Kesesuaian �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
4 Pemanfaatan �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
5 Penyerapan tenaga kerja  �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
6 Kontribusi terhadap 

perekonomian 
�å�å�å�å�å�å�å�å�ä  

7 Lain lain �å�å�å�å�å�å�å�å�ä  
 

Untuk tabel isian pembobotan jenis infrastruktur, baik ada 

ataupun tidak ada variable indikator baru tabel isiannya sama. 

 

�ƒ Teknik pembobotan dilakukan dengan metode pembobotan 

eckenrode. 

Metode pembobotan Eckenrode adalah salah satu metode 

pembobotan yang digunakan untuk menentukan derajat 

kepentingan/bobot dari setiap kriteria yang ditetapkan dalam 

pengambilan keputusan. Penentuan bobot ini dinilai sangat 

penting karena akan mempengaruhi nilai total akhir dari setiap 

pilihan keputusan. Bobot merupakan nilai preferensi tujuan tak 

berdimensi. 

Konsep yang digunakan dalam metode pembobotan ini adalah 

dengan melakukan perubahan urutan menjadi nilai dimana 

urutan 1 dengan nilai tingkat (nilai) tertinggi, urutan 2 dengan 

tingkat (nilai) di bawahnya, dan seterusnya. Adapun langkah-

langkah dalam metode perhitungan bobot Eckenrode adalah 

�•�‡�„�ƒ�‰�ƒ�‹���„�‡�”�‹�•�—�–�������ƒ�ï�ƒ�”�‹�ˆ���†�ƒ�•�����ƒ�•�Œ�—�•�‰�á���t�r�r�u���á���›�ƒ�‹�–�—�ã 
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Responden diminta untuk meranking setiap kriteria (pengisian 

tabel sebelumnya) 

Membuat tabel berikut : 

 
 

���‡�•�‰�Š�‹�–�—�•�‰�ƒ�•�� �„�‘�„�‘�–�� �����s�å�ä�ä���•���� �†�‡�•�‰�ƒ�•�� �•�‡�•�‰�‰�—�•�ƒ�•�ƒ�•�� �”�—�•�—�•��

sebagai berikut: 

             n 

  Ni = �6 Jrij * Rn-1 

j=1 

                                 m 

        Total Nilai = �¦  Ni,  

                      i=1 

dimana: 

Bi = Ni/Total Nilai 

Ni = Nilai untuk kriteria ke i 

Jrij = Jumlah yang memilih ranking ke j, untuk kriteria ke i 

Rn-1= Faktor Pengali 

 

b. Pengolahan data hasil primer survey  

Untuk mendapatkan respon kepuasan masyarakat terhadap 

kepuasan kinerja infrastruktur, data yang digunakan adalah data 

primer (data survey) yang diperoleh dengan cara pemberian Kuesioner 

kepada responden dan wawancara secara langsung kepada sumber 

informasi yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan pengguna 

infrastruktur yang bersangkutan. Dari data tersebut di olah dengan 

menggunakan formulasi sebagai berikut : 
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Tebel. 2.4 
Perhitungan Kepuasan pengguna layanan Hasil Survei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Rata-rata peratibut kepuasan 

      =    

 Nilai rata-rata indikator  

      =    

Setelah rata-rata Indikator di peroleh selanjutnya dimasukan dalam tabel 

formulasi (formula model)  untuk mengukur Indeks masing-masing jenis 

infrastruktur (parsial). 

Formulasi perhitungan IKLI infrastruktur 

 

 

Responden 
indikator indikator Indikator 6 

Atibut1         atribut 2  Atibut1        atribut 2 Atibut1         atribut 2  
X1 X2 X3 .    . Xi  

1 x11 x21 x31      X i1 
2 x12 x23 x33      X i2 
3 x13 x23 x33      X i3 
. . . .      �ó  
. . . .       
. . . .       
n x1n x2n x3n      X in 

Rata-rata 
atribut (X)          

Rata-rata 
indikator (ind) 

 
Ind  1  Ind  3     Ind  6 
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Untuk menghitung Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat, 

merupakan penjumlahan  dari indeks masing-masing infrastruktur dikali 

bobot proporsi anggaran masing-masing infrastruktur , dengan 

menggunakan formulasi model sebegai berikut   

 

Tabel 2.5  
Menghitung Indikator Angegat 

 
Infrastruktur Nilai Indeks Bobot*) Nilai 

(1) (2) (3) (4)= (2)*(3) 

Infrastruktur A  

   Infrastruktur B 

   Infrastruktur C  

   Ifrastruktur D 

   Infrastruktur E 

   Nilai Agregat IKLI 
 

  

Keterangan Bobot *) diperoleh dari proporsi kebijakan anggaran Pemerintah 

 

 

Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang nerupakan 

penjumlahan dari masing-masing infrastruktur setelah dibobot (�-�� �����‘�–�ƒ�Ž��

Index type A + B + C+D+E)/n)  dapat dikelompokkan skala penilaian 

berikut ini : 
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5. Keterkaitan Infrastruktur dengan RPJMD  

Pembangunan infrastuktur  mengacu pada arahan pembangunan daerah 

yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 

Kalimantan Timur 2013 -2018. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas 

dan masuk dalam salah satu Misi pembangunan daerah jangka menengah  

Provinsi Kalimantan Timur, didalam pernyataan misi ke tiga disebutkan  

�òMewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bag i masyarakat 

�•�‡�…�ƒ�”�ƒ���•�‡�”�ƒ�–�ƒ�ó.  Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor 

yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci 

pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu 

pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastrukur yang 

berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga 

dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta 

mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.  

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang 

berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian 

masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang 

Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi 

bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal 

ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada 

jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra 

produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. 

Untuk meningkatkan kemantapan jalan juga dilakukan rehabilitasi/ 

pemeliharaan jalan dan jembatan.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Kalimantan Timur 

akan dibangun jalan tol dan Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal 

serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana 

dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, 

pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana 

dan prasarana telekomunikasi di ibukota kecamatan.  
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Sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku 

untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian 

dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air 

secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan 

sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Berdasarkan misi tersebut  maka arahan tujuan pembangunan Provinsi 

Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan khususnya pada 

�’�‡�•�„�ƒ�•�‰�—�•�ƒ�•�� �‹�•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�•�–�—�”�� �� �†�‹�—�”�ƒ�‹�•�ƒ�•�� �’�ƒ�†�ƒ�� �ò��Tujuan 4: Menyediakan 

���•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�•�–�—�”�����ƒ�•�ƒ�”���›�ƒ�•�‰�����‡�”�•�—�ƒ�Ž�‹�–�ƒ�•�ó��dengan arah kebijakan : 

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi  

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di 

kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;  

3. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan 

 

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama 

(penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang 

merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-

Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-

sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus 

pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang 

punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang 

infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan 

pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan 

air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk 

meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai 

melalui sasaran pada 5 (lima) tahun ke �†�‡�’�ƒ�•���ƒ�†�ƒ�Ž�ƒ�Š���òMeningkatkan kepuasan 

�•�ƒ�•�›�ƒ�”�ƒ�•�ƒ�–���–�‡�”�Š�ƒ�†�ƒ�’���’�‡�Ž�ƒ�›�ƒ�•�ƒ�•���‹�•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�•�–�—�”���†�ƒ�•�ƒ�”���’�ƒ�†�ƒ���ƒ�•�‰�•�ƒ���y�ó. 
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BAB III 
METODOLOGI 

 

  

Penyusunan Indeks kepuasan layanan infrastruktur dilakukan dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut : 

A. Asumsi 

Asumsi (default) yang dipakai dalam proses menyusun Formulasi Indek, yaitu : 

a. Indeks dibentuk oleh total sub indeks dari sub indek �� sub indeks : 

�ƒ Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas  

�ƒ Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara)  

�ƒ Penyediaan infrastruktur air bersih  

�ƒ Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)  

�ƒ Penyediaan infrastruktur perumahan 

b. Kriteria Penilaian 

�ƒ Ketersediaan fisik (availability ) : bahwa dalam setiap aktivitas 

belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan 

menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini 

diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh 

aktivitas belanja fisik. 

�ƒ kualitas fisik (quality) : kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek 

efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak 

hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output 

yang baik dan optimal. 

�ƒ Kesesuaian (appropriateness) : kesesuaian antara kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini 

dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan 

dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi 

masyarakat selaku penerima manfaat. 
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�ƒ Pemanfaatan (utility ) : tingkat pemanfaatan atas output yang telah 

dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output maka 

semakin besar pula tingkat efektivitasnya. 

�ƒ Penyerapan tenaga kerja (job creation)  

�ƒ Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran 

bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang 

berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai 

seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur.  

 

B. Tahapan 

Secara berurutan, proses penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur, 

yaitu : 

1. Review Hasil tahun sebelumnya  

Review hasil tahun sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi 

terkait dengan kelemahan dan kekurangan tahun kemarin dan akan 

diperbaiki di tahun ini. Beberapa yang  akan diperbaiki salah satunya 

adalah penyempurnaan  jumlah sampel, tahun 2015 jumlah sampel yang di 

ambil tetap minimal sebanyak 1500 responden namun distribusinya akan 

di revisi berdasarkan perkembangan penambahan obyek survey .  Untuk 

menjaga konsistensi hasil IKLI dari tahun ke tahun maka menggunakan 

metode dan formulasi perhitungan yang sama dengan  tahun 2014 

maupun 2015. 

Teknik dan metode dalam menghitung IKLI sebangaimana tahun 

sebelumnya antara lain: 

1. Indiktor pembentuk Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 

mengunakan 6 variabel indikator 

    Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila 

indikator manfaat (Outcame) atau dampak (impact) dapat dicapai, 

artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara 

langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi 

mudah dan cepat, sedangkan dari dampak  jika pembangunan tersebut 
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akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih 

sederhana, mudah dan meningkat.   

    Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis 

infrastruktur, teori yang digunakan mengadopsi dan modifikasi 

pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich yakni dengan pendekatan 

teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif 

yakni : (i) ketersediaan fisik (availability ) (ii) kualitas fisik ( quality) (iii) 

kesesuaian (appropriateness) (iv) pemanfaatan (utility ) dan (v) 

penyerapan tenaga kerja (job creation). Dalam IKLI, juga akan 

ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. 

Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya 

aspek efektivitas antara lain :  

a. Ketersediaan fisik (availability) adalah bahwa dalam setiap aktivitas 

belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya 

indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa 

barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja 

fisik; 

b. Kualitas fisik (quality) adalah kualitas output yang dihasilnya, yaitu 

bahwa aspek efektifitas akan lebih reliable apabila cakupannya lebih 

luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung 

kualitas output yang baik dan optimal; 

c. Kesesuaian (appropriateness) adalah kesesuaian antara kebijakan 

yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan 

dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi 

masyarakat selaku penerima manfaat ; 

d. Pemanfaatan (utility) adalah tingkat pemanfaatan atas output yang 

telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, maka 

semakin besar pula tingkat efektivitasnya; dan 
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e. Penyerapan tenaga kerja (job creation) adalah tingkat penyerapan 

tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan 

pembangunan/peningkatan infrastruktur; 

f. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran 

bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang 

berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai 

seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur.  

2. Bobot indikator masing-masing  layanan sama seperti tahun 2014. 

(hasil FGD tahun 2014 dengan Metode pembobotan Eckenrode) 

 

2. Penyusunan Kuisioner  

Indeks didasarkan pada hasil jawaban kuesioner yang menggunakan 

skala linkert 1 s.d 5, berupa indikasi kinerja dengan keterangan 

sebagaiberikut : skala 1 (tidak puas), 2 (kurang puas), 3 (cukup puas), 4 

(puas), dan 5 (sangat puas). Penetapan indeks tersebut sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder, serta data primer dari 

responden, dimana akurasi persepsi responden terhadap objek penelitian 

sangat menentukan pembentukan indeks tersebut. Penyusunan kuisioner 

ini sendiri sangat dipengaruhi oleh 6 indikator yg sudah disebutkan 

sebelumnya. 

a. Ketersediaan fisik (availability) 

b. Kualitas fisik (quality) 

c. Kesesuaian (appropriateness) 

d, Pemanfaatan (utility) 

e. Penyerapan tenaga kerja (job creation) 

               f. Kontribusi terhadap perekonomian 

 

3. Pengumpulan data  

Pengumpulan data primer dengan melakukan survei dengan responden 

masyarakat yang mempunyai pamahaman terhadap pembangunan 

infrastukur. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
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dengan menggunakan multistage random sampling, dan  geographically 

random sampling, dengan pendekatan sebagai berikut: 

�x Multistage random sampling 

Pembentukan strata ini disamping agar distribusi sampel menjadi 

representatif untuk mewakili populasi, juga untuk mencapai 

optimalisasi homogenitas dalam masing-masing cluster atau 

subkelompok responden; 

�x Geographically random sampling 

Berdasarkan pendekatan geografis responden dijaring dari berbagai 

alamat. Sehingga diharapkan responden akan representatif baik ditinjau 

dari sisi jaringan maupun dari sisi sentral. Dengan demikian berdasarkan 

pendekatan geografis responden diharapkan tersebar di berbagai area; 
 

4. Proses Pengolahan dan Analisa Data  

Tahapan pengolahan data dan analisa data sampai dengan pembuatan 

laporan survei bisa dilihat pada bagan di bawah. 

 

Data Questionnaire

Data Entry

Validation

Double Entry Procedure

Data Cleaning

OK
Data Questionnaire

NOK

DATABASE

Basic Statistics
Output

Data Analysis

Conclusion Reporting

Data Questionnaire

Data Entry

Validation

Double Entry Procedure

Data Cleaning

OK
Data Questionnaire

NOK

DATABASE

Basic Statistics
Output

Data Analysis

Conclusion Reporting
 

Gambar 2 �² Data Processing Flow 
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4.1  Data Entry System   

- Data Entry merupakan faktor utama dalam proses survey, sehingga 

quality control serta model design data entry sangat berpengaruh 

pada produktivitas kinerja. Untuk menunjang ini maka kami 

menggunakan SPSS Data Entry Server sehingga replikasi data dapat 

dilakukan dengan cepat dan validasi pemasukan data dapat dilakukan 

dengan membangun SPSS script yang dijalankan untuk memberikan 

warning dan summary record yang mengalami kesalahan pemasukan 

data, khususnya dalam hal double entry procedure;  

- Untuk menjamin kecepatan dan ketepatan proses entri data, akan 

dibangun form entri data dengan menggunakan SPSS Data Entry. 

Tampilan form dalam SPSS Data Entry bisa didesain mirip mungkin 

dengan kuesioner sehingga akan mengurangi kemungkinan 

kesalahan entri. Pada saat pembuatan form entri data di SPSS Data 

Entry secara otomatis bias ditentukan pula metadatanya, antara lain: 

variable name, value, type dan label.; 
4.2 Data Quality Control  

Sebelum pengolahan data, penanganan proses pemasukan data menjadi 

sangat penting. Agar kualitas data yang di-entri-kan dapat terjamin 

�•�ƒ�•�ƒ�� �’�”�‘�•�‡�•�� �’�‡�•�ƒ�•�—�•�ƒ�•�� �†�ƒ�–�ƒ�� �•�‡�•�‰�‰�—�•�ƒ�•�ƒ�•�� �’�”�‘�•�‡�†�—�”�� �ò�†�‘�—�„�Ž�‡�� �‡�•�–�”�›�ó�ä��

���”�‘�•�‡�†�—�”�� �ò�†�‘�—�„�Ž�‡�� �‡�•�–�”�›�ó�� �›�ƒ�•�‰�� �†�‹�’�‹�Ž�‹�Š�� �ƒ�†�ƒ�Ž�ƒ�Š�� �•�‡�•�‰�‰�—�•�ƒ�•�ƒ�•�� �ƒ�’�Ž�‹�•�ƒ�•�‹��

program, dimana aplikasi data entry melakukan checking konsistensi 

data yang dimasukkan. Prosedur ini menggunakan dua tahap validasi: 

- Setiap item variabel memiliki role, misal: usia responden terdiri dari 

dua digit, nilai ekspektasi dan kepuasan tidak akan lebih mungkin 

diatas 5; 

- Entrier melakukan double entri untuk tiap variabel dan sistem 

melakukan checking terhadap hasil entri. Jika hasil entri tidak sama, 

sistem akan memberikan warning. 
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4.3 Data Analisa  

Setelah data selesai di validasi dan  maka dilakukan proses pengolahan 

dengan menggunakan bantuan software pengolahan data. Dalam hal ini, 

software yang digunakan terdiri dari Microsoft Excell dan SPSS versi 13 

dan Sejak dari input hingga running data, kontrol kualitas dilakukan 

secara ketat oleh ahli statistik.  Proses pengolahan data setelah data di 

oleh dengan SPSS, akan di tabulasikan (dengan bantuan software 

Microsoft Excell)  berdasarkan urutan pertanyaan dalam kuesioner . 

 

 

C. RENCANA KERJA  

 
 

 

Rencana kerja lebih diarahkan pada bagaimana seluruh tahapan kerja dapat 

dilakukan secara sistematis dan bertahap sehingga dapat menghasilkan keluaran 

sesuai dengan kerangka acuan kerja pekerjaan ini. Tahapan kegiatan pokok 

penyusunan satuan perencanaan meliputi : 
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�x Persiapan umum 

    Dilakukan pembahasan awal dengan pemimpin pekerjaan berkaitan 

dengan : Uraian jadwal terinci mengenai, Metodologi, pelaksanaan survey 

design, operation preparation, pengumpulan secondary data, primary data 

processing design, field survey, entry & validasi data, data procesing, analisis 

data, penyusunan laporan akhir dan sampai pada pendokumentasian 

 

�x Design Penentuan indikator dan pembobotan 

Kerangka analisa yang di pakai dalam Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) lebih dahulu di awali oleh penentuan indikator / 

paramater  dan pembobotannya. Karena hasilnya untuk melihat 

perkembangan dari indeks maka tool yang digunakan harus konsisten 

sehingga bobot dan indikator yang digunakan untuk menghitung indek ini 

sama seperti tahun sebelumnya. 

 

�x Identifikasi obyek yang akan dinilai 

Identifikasi obyek infrastruktur yang di ukur dengan menggunakan 

data sekunder yang bersumber dari Dokumen perencanaan provinsi dan 

informasi SKPD. Berdasarkan KAK pengukuran Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) terdiri dari lima aspek yaitu P enyediaan jalan dan 

jembatan, Penyediaan transportasi, Penyediaan infrastruktur air bersih, 

Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku) dan Penyediaan 

infrastruktur perumahan,  Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 

program prioritas dalam RPJMD Kaltim 2013 - 2018  Indeks akan dinilai 

menggunakan data primer dan sekunder di 10 (sepuluh) kabupaten/Kota. 

 

�x Field survey (Pelaksanaan Survey data  primer) 

 Survey dilaksanakan pada pengguna langsung dari infrastruktur 

tersebut, design kuesioner akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan 

penilaian ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan, dampak sosial 

(penyerapan tenaga kerja) dan dampak pengembangan ekonomi. 
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 Jumlah sample yang akan diambil berdasarkan lima aspek layanan 

infrastruktur dengan area di 10 kabupaten yang ada di kalimantan timur, 

minimal 1500 responden. 

 

�x Kolekting  dan Processing data  

Tahap kolekting data dimulai dengan proses entry dan validasi data,  

Aktivitas ini yaitu untuk memasukan data hasil fiel survey ke komputer 

untuk dijadikan data base yang sebelumnya dilakukan proses pemeriksaan 

terhadap data yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Validasi data 

biasanya dilakukan yaitu indentifitasi kuesioner, pengecekan tulisan, jawaban 

dan call back atau melakukan pengecekan langsung kepada responden 

dangan menggunakan telepon. 

 

�x Data Analysis 

Melakukan pengolahan terhadap data primer hasil field survey yang 

telah di validasi, pengolahan data pada pekerjaan ini dengan menggunakan 

software SPSS dan R. Setelah melakukan pengolahan data dilakukan 

interpretasi terhadap data yang telah di olah, yang selanjutnya dibuat untuk 

kebutuhan penyusunan laporan. 

 

�x Penyusunan Draft Laporan Akhir 

Penyempurnaan terhadap laporan antara, akan tetapi harus di 

munculkan hasil analisis field survey yang dilakukan 

 

�x Koodinasi/ Presentasi/ Feedback 

Melakukan konsultasi kepada pemberi pekerjaan  mengenai hasil 

sementara dari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yang 

kumudian hasilnya di presentasikan di depan para pengambil kebijakan agar 

mendapatkan masukan untuk kemudian disempurnakan menjadi laporan 

akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. 
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�x Penyusunan Laporan Akhir 

Laporan akhir berisikan mengenai hasil akhir penilaian indek 

kepuasan masyarakat.  

 

�x Pendokumentasian 

Hasil akhir dari penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 

(IKLI) yang berupa laporan harus di jadikan buku (hard copy) dan CD (shoft 

Copy). 
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BAB IV  

JADWAL PEKERJAAN, PENUGASAN 
PERSONIL DAN SISTEM PELAPORAN   
 

A. JADWAL PEKERJAAN  

 
Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 (Lima ) bulan dalam 

satu tahun anggaran 2016. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan 

tahapan pelaksanaan studi dalam Bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 
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B. PENUGASAN PERSONIL  

No Posisi/Keahlian Uraian Tugas dan Tanggungjawab 
1 Ahli Statsitik  (TL) �x Memimpin dan Mengkoordinasi seluruh kegiatan 

anggota Tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. 
�x Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung 

jawab dalam pelaksanaanpekerjaan dari sejak 
perencanaan sampai penyelesaiannya hingga 
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. 

�x Melakukan koordinasi dan asistensi dengan 
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang 
keahliannya 

�x Mempelajari dokumen yang terkait dengan 
kegiatan serta memberikan analisa terhadap 
formulasi indeks kepuasana layanan infrastrukut. 

�x Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pengumpulan data primer dan sekunder. 

�x Mengkoordinasi seluruh anggota tim dalam rapat-
rapat pembahasan teknis 

�x Mempresentasikan hasil pekerjaan mulai konsep 
awal sampai hasil akhir laporan termasuk 
outputnya. 

�x Melakukan pengendalian kegiatan serta kontrol 
mutu pekerjaan  

�x Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan. 
 

2 Ahli transporatsi �ƒ Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung 
jawab dalam pelaksanaanpekerjaan dari sejak 
perencanaan sampai penyelesaiannya hingga 
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. 

�ƒ Melakukan koordinasi dan asistensi dengan 
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang 
keahliannya 

�ƒ Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan 
serta memberikan analisa terhadap aspek-aspek 
Infrastruktur trasportasi . 

�ƒ Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pengumpulan data primer dan sekunder. 

�ƒ Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan. 
 

3 Ahli Ekonomi  
Pembangunan 

�ƒ Sesuai dengan bidang keahliannyabertanggung 
jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari sejak 
perencanaan sampai penyelesaiannya hingga 
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. 

�ƒ Melakukan koordinasi dan asistensi dengan 
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang 
keahliannya 
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�ƒ Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan 
serta memberikan analisa terhadap aspek 
pembangunan wilayah  dan pengembangan 
ekonomi wilayah . 

�ƒ Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pengumpulan data primer dan sekunder. 

�ƒ Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan. 
 

4 Asisten Ahli Statistik �ƒ Dibawah koordinasi Ketua Tim bekerjasama dengan 
tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan 
kerangka laporan. 

�ƒ Memfasilitasi komunikasi dan informasi antara 
pokja dan tenaga ahli. 

�ƒ Mengumpulkan studi-studi terdahulu. 
�ƒ Melakukan supervisi pelaksanaan survey data 

primer dan membantu tenaga ahli  dlaam 
penyelenggaraan FGD   

�ƒ Memberikan informasi isu danpermasalahan 
wilayah perencanaan.  

�ƒ Mendampingi pokja pada saat rapat-rapat di 
daerah. 
 

No Tenaga Pendukung Uraian Tugas Tanggungjawab 
1 Supervisor �ƒ Membantu tenaga ahli statistik dan assistennya 

melaksanakan survey lapangan  
�ƒ Melaksanakan survey lapangan ke daerah-darah 
�ƒ Melakukan Inventarisasi dan dokumentasi hasil 

survey Lapangan 
2 Administrasi �ƒ Membantu dalam bidang administrasi kegiatan, 

surat menyurat dan lain-lain.  
�ƒ Membantu menyusun dokumen laporan dan 

dokumen pertanggung jawaban kegiatan  
�ƒ Membantu tenaga ahli dalam merencanakan 

pelaksanaan kegiatan.  
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C. PELAPORAN 

Sistem Pelaporan  

Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan 4 (empat) kali pelaporan, yakni :  

 

1. Laporan Pendahuluan :  

Laporan Pendahuluan diserahkan kepada Bappeda Prov. Kaltim 2 (dua) hari 

sebelum jadwal presentasi. Jadwal presentasi laporan pendahuluan 

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK diterbitkan. 

Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya berisi :  

�x Gambaran Singkat Pengukuran IKLI  

�x Data-data yang dibutuhkan, yang telah tersedia  

�x Metode Rinci yang digunakan  

�x Rencana Pelaksanaan Kegiatan  

�x Jadwal dan Target pelaksanaan kegiatan  

 

2. Laporan Antara  

Laporan Antara diserahkan kepada Bappeda Prov. Kaltim 2 (dua) hari 

sebelum jadwal presentasi laporan antara. Presentasi laporan antara 

dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari  setelah SPMK 

diterbitkan. Laporan antara sekurang-kurangnya harus 

membahas/mengakomodir :  

�x Daftar pertanyaan Kuesioner yang akan digunakan  

�x Daftar responden  

�x Hasil tinjauan awal/analisis data awal  

 

 

3. Laporan Draft Akhir  

Laporan Draft Akhir diserahkan 2 (dua) hari sebelum jadwal 

ekspos/presentasi laporan akhir. Presentasi laporan draft Akhir selambat-

lambatnya 140 (seratus empat puluh) hari setelah SPMK diterbitkan. . 

Laporan draft akhir harus mengakomodir seluruh hasil,:  
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1. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2016  

2. Pengungkapan fakta dan feedback dari masyarakat terhadap 

pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur  

3. Analisis faktor penyebab dan solusi  

4. Dokumentasi keseluruhan proses survei, meliputi obyek yang disurvei, 

responden (termasuk profil responden)  

 

 

4. Laporan Akhir  

Laporan Akhir diserahkan kepada Bappeda Prov. Kaltim satu minggu 

setelah dilakukan presentasi draft akhir. Laporan akhir harus 

mengakomodir seluruh hasil kegiatan, dan merupakan perbaikan dari 

presentasi draft akhir. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 

 
Demikian Laporan Pendahuluan dari pekerjaan ini dibuat dan Konsultan 

kami berharap dengan laporan pendahuluan ini dapat memberikan gambaran 

yang lebih konkrit tentang apa yang akan dikerjakan dan tahapan��tahapan dalam  

melaksanakan pekerjaan penyusunan Survei Pengukuran Indeks Kepuasan 

Layanan Infrastruktur sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.  
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